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ABSTRAK 

Berdasarkan data dalam website KPPU, dalam rentang waktu antara tahun 2019 

hingga 2023, terdapat beberapa perkara yang diperiksa dan diberi sanksi 

melakukan keterlambatan notifikasi akuisisi saham perusahaan. Mayoritas alasan 

terjadinya keterlambatan yaitu karena pelaku usaha tidak paham dengan batasan 

kewajiban notifikasi dan belum memperoleh sosialisasi atau panduan mengenai 

kewajiban notifikasi. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1. 

Bagaimana efektivitas kewajiban notifikasi akuisisi saham perusahaan dan 

penerapan sanksi atau denda bagi pelaku usaha atas keterlambatan notifikasi 

dalam upaya mewujudkan persaingan usaha yang sehat di Indonesia? 2. 

Bagaimana peran lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam 

pengawasan terhadap keterlambatan notifikasi akuisisi saham perusahaan terhadap 

persaingan usaha di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Yuridis Normatif. Dari hasil penelitian, kewajiban notifikasi akuisisi 

saham perusahaan belum dipatuhi oleh para pelaku usaha. Penyebab utama 

terjadinya keterlambatan notifikasi akuisisi saham karena kurangnya pemahaman 

pelaku usaha terhadap kewajiban notifikasi, terutama dengan  kewajiban metode 

post-notifikasi. KPPU berupaya meningkatkan efektivitas notifikasi akuisisi 

saham perusahaan dengan menerbitkan Perkom No 3 Tahun 2023 untuk 

menggantikan Perkom No 2 Tahun 2021, dengan memanfaatkan metode notifikasi 

elektronik melalui website https://notifikasi.kppu.go.id. KPPU juga mengusulkan 

perubahan dari sistem post-notifikasi menjadi pre-notifikasi untuk meningkatkan 

efektivitas. Penerapan denda administratif bagi keterlambatan notifikasi dinilai 

kurang efektif dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Meskipun 

Pemerintah telah mengeluarkan PP No 44 Tahun 2021 dengan denda yang lebih 

berat dari regulasi sebelumnya yaitu pada PP No 57 Tahun 2010, tetap saja masih 

ditemukan ketidakpedulian pelaku usaha terhadap kewajiban notifikasi. KPPU 

mengakui bahwa perubahan besaran denda administratif pada PP No 44 Tahun 

2021 masih belum efektif, dan telah mengkaji ulang regulasi terkait jumlah denda 

atau sanksi. Kedua, upaya KPPU untuk mengatasi banyaknya kasus keterlambatan 

notifikasi akusisi saham perusahaan, dengan menerbitkan Perkom No 3 Tahun 

2023 mengenai kewajiban penerapan notifikasi secara elektronik, kemudian 

menerbitkan PP No 44 Tahun 2021 mengenai perubahan jumlah denda 

administratif, serta mengusulkan perubahan besaran denda administratif dan 

merubah kewajiban notifikasi dari sistem post-notifikasi menjadi pre-notifikasi 

(masih dalam tahap kajian oleh DPR dan Pemerintah). 
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